PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ¥3i¥ TAHUN 2021
TENTANG S
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SRR
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun: ERr L
2016 sebagaimana telah  diubah. - beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021--' Bl
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan: Daerah Nomor'{' R
8 Tahun 2016 tentang Pembentulan dan’ Susunan-V-_';_.;';'-'}
Perangkat Daerah Promns1 Kalimantan Barat, telah =~ =
dibentuk Dinas Ketahanan Pangan Prov11131 Kahmmltanj}f{?ﬂ
Barat; :

b. bahwa berdasarkan ketentuan. Pasai 3 Peraiuran Daerah"f-"_ﬁ : S
Nomor 8 Tahun 2016 ‘mengatur bahwa kedudukan, =~ =~ =
susunan organisasi, tugas dan fungsz serta tata kefja}__-'-}h?
perangkat daerah Provinsi: Kahmaﬁtaﬁ Baza‘t dzieta“gf}kanf} St
dengan Peraturan Gubernuir; e e

¢. bahwa  berdasarkan pernmbangan sebagazmana}’_{i
dimaksud dalam- huraf a ‘dan huruf b, maka perlu -
menetapkan . Peraturan Gubernur: tentang Keduduksm,_ -'
Susunan Orgamsas1, Tugas dan Fungsz se:rta 'I‘ata Ker;a‘- it

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasau Negara Repubhk:-

Indonesia Tahun 1945; ' . e

2. Uﬂdang—Undang Nomor - 25 Tahun 195€) tentang-’i_zf o
Pembentukan  Daerah-Daerah’ Dtonom “Provinsi o
Kalimantan Barat, Kalimantan Sel&tan dan Kalimantan -
Timur (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 1956 e
Nomor 65, -Tambahan ' Lembaran - Negma Repubhk"" Ly
Indonesia Nomor 1106}); _ Ry o

3. Undanngndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara -Républik'_mdbnesia :-Tahun- '20 1323-1\101'1103* SR N
227, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones:a;s::“_;
Nomor 5360); R i
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Undang-Undarg Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 5 i S
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesza Tahun-j;_'i o
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhkf,f-_--:-‘ con
Indonesia Nomor 5494); S SRS T T
Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang;_,;_ﬂ S
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubkkf e
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; ’I‘ambahan Lembaran-_ 5 L G
Negara Republik Indonesia ‘Nomor 558’7) sebagazmana Sl '.
telah diubah beberapa kali dan’ terakhlr dengan Undang{"?i- :";'_::: -_:j'
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta: I{elga3_'_"
(Lembaran Negara Republik Indonema ’I‘ahun 2020 Nomor_*: = o
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Ind()n(iSla:ji . s
Nomor 6573); | . P TR
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang".f]_ijf_'_ s
Ketahanan Pangan dan Giz (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran--}__-_f_f_
Negara Republik Indonesia Nomior 5680) e

Peraturan Pemerintah Nomior 18 Tahun 2016 tentang_}-ﬂ1-':'_';_’ Crees
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonema:_-;--'}?'--'.
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara =~ .
Republik Indonesia * Nomor 5887) sebaga;mana teiah.";}j}”}""'
diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah}"-.-'_:f -'_f.:_: f:'}--':'_;}: 3
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah: T
(Lembaran Negara Republzk Indonema Tahun 20 19 Nomor': :
187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indo:aesia
Nomor 6402); ' '

Peraturan Pemerlntah ‘Nomor 11 ’]“ahun 2017’ tentanaff}j:;"'”"" e
Manajemen ' Pegawai . Negerx Slpll (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 201’7 Nomor 63, Tambahan e
Lembaran ~Negara Republik Indonesia Namef' 6037) -
sebagalmana telah dmbah dengan Peratumn Pememntah-}
Nomor 17 Tahun 2020 tentang: Perubahan Atas Peraturan':}_
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mamajemeli ;-
Pegawai Negeri Sipil - (Lembaran Negam ‘Reépublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran'_;}
Negara Repubhk Indonesza NQI‘HDI 6477 ) '

Peraturan Menteri Pertaman Nomor 43 / Permenta:n/
OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas -
dan Fungsi Dinas Urusan P&mgan dan Dinas Urusali--
Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kiota (Berlt " -_"::':' L
Negara Repubhk Indonesza Tahun 2016 Nomo1 1330) '
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10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2{)16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provmsz__:
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi: Kahmantan S
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah”
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebaga;mana telah T I
diubah beberapa  kali dan’ terakhit - dengan Pera‘i:uran-__--.
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua?-_:-”

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016° tentang
Pembentukan dan Susunan Perargkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmantaﬂﬂf-_}'-_ ARy
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerahi-} L
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); ' o N

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan  : PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SER’};‘A TATA
KERJA DINAS  KETAHANAN PANGAN PROVINS}_.;;‘}_- S
KALIMANTAN BARAT.

BABT
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud- dengan

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. _ R R N

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan umsaﬂ pemermtahan oleh'.-_'; i o
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' Jmenurut asas S
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonoml seluas luasnya';l_'_:-'_-.ﬁ._':' S
dalam sistem dan prinsip - Negara ~Kesatuan = Repubhk Indonesaa’_ﬁ; i_'::__:'
sebagaimana dimaksud dalam Undang~Undang Dasar Negara chubhkz-
Indonesia Tahun 1945. SR Rt i e

3. Pemerintah Daerah adalah. Gubernur - sebagal unsur penyelenggaraf :
Pemerintahan Daerah yang memimpln pelaksanaan’ urusan pemermtahmaf_ﬁ-_i-___ e
yang menjadi kewenangan Pr ovinsi Kahmantan Barat S

4. Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Barat. S

S. Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Frovmsz Kahmantm‘i Barat

6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi . Kallmantan Barat yang selamum;,ra; 'f
disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pememntahan daerah dlf_".-fi"' ST
bidang pangan. S S

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dlnas Ketahanan Pangan Pmmnsx Kahmantan- Cheii
ot | L

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur peiaksana keg1ata11 tekms operasmnal”f o S
dan/atau kegiatan teknis penunjang pacia Dmas Ixetafnanan Pangan’”if-i‘f.-f
Provinsi Kalimantan Barat. | . SUELY .
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

- & -

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adaiah plofem bagl o

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan per;angzan kel 1a yang‘ =

bekerja pada pemerintah Provinsi Kalirmantan Barat.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dlsebut Pegawai ASN"-

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian.

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. _ N
Pegawail Negeri Sipil yang selénjutnya disingkat PNS adalah 'Wa'rga negara -
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Peg’awai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk. mendudu}a Jabatan o

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang. bériéi' 'iﬁiﬂgSi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admmzstra31 pemermtahanf::
dan pembangunan. :

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang: menduduiﬂ Jaba{an' _:'--:

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan- yang bf:’,ﬂSl fung31 dan"j _
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada e

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayau produks1_ SR :
pertemlan perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan =
, baik yang diolah maupun tidak dioclah yang' dzpemntukan sebagm:ﬂ:.-_--_ﬁ.'_'.-. o
makanan atau minuman bagi konsumsi thanusia, termasulx ‘bahan
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan baharn lain yang dzgunakang]fg;'_ e
dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanaﬁ atau‘;--- e

minuman.

Ketahanan pangan adalah konchsi terpenuhmya pangan bag:i negara =

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam ‘bera‘lzl merata
dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,’ keyalﬂnan dan-':_'_ i
budaya masyarakat, untuk dapat hidup Sehat aktlf dan produkmf secara':-:’_'f-; gE

berkelanjutan.

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasﬂkan menylapkan
mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, _ mengemas kemba,h' e

dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Ketersediaan pangan adalah kondisi terbedianya pangem darl has;ﬂ :. ; | L
produksi dalam negeri dan Cadangan pangan Nasional serta anor dpabﬂa_} R

kedua sumber utama tidak dapat memenuhl kebutuham

Distribusi pangan adalah suatu kegiatan atau ser&ngkalan kegaatan untuk.ri-_:';__'
menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saai guna memenum R

kebutuhan Pangan masyarakat

. Konsumsi pangan adalah banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggai_'?_'s“_'. St
maupun beragam, yang dilkonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang i i
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, pSlkOl{)ng dan sosmlegzs SRR
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22. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan . -
konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada
potensi sumber daya lokal.

23. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda -
lain yang dapat menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan -
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

24. Sumber daya pangan adalah segala sesuatu baik yang bersumber dari alam
maupun hasil rekayasa manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pangan dan telah dikonsumsi dan/atau digunakan dalam .acara .adat
istiadat/keagamaan oleh masyarakat setempat. '

25. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Parzgan iamnya yang- -
diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyara}aat R
dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, menmgkatkan akses

Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan- Gml, dan
kerja sama internasional.

26. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, keieblhan dan/ atau'_ o
ketidakmampuan perseorangan atau rumah taﬂgga dalam memenuhr g
kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan. '

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan ch bawah dan _. e
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. :

BAB NI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur meiaksanakan u1uaan e
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan d1 B
bidang ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang~undal‘1gan

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3, Dmas S
menyelenggarakan fungsi :

&. perumusan program kerja di bidang ketahanan pangan;

b. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan ‘sumber da‘ya pangan ;
distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan '

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan
distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan’ keamanan pa_ngan
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penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketersediaan dan sumber
daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan
keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang ketersediaan dan sumber
daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan
keamanan pangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan sumber
daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan
keamanan pangan; _
pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi -
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan -~ o6leh '

Gubernur di bidang ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan;
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
Unit Pelaksana Teknis;

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lamplran yaﬁg
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubermu ini.

=0 a6 o

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hu‘rﬁf-'a,'

mempunyal tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina; .

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan keglatan'
dinas di bidang ketersediaan dan sumber daya pa:agaﬁ, “distribiisi dan‘__'-: -
cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai ketemuan”---_"' '
peraturan perundang-undangan. : '
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala -~ |

Dinas mempunyai fungsi :
a. penetapan program kerja di bidang ketahanan pangan;

b. perumusan kebijakan di bidang ketersedisan dan sumber daya pangan, -
distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya o
pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan-'.-
pangan sesuai ketentuan peraturan pemndmg~undangan, ' '

d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang ketersediaan- déﬂ surhbef'” :

daya pangan, distribusi dan cadangan pangan. serta konsumsi dan_-: B R

keamanan pangan;

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang ketersediaan dan su'rriber' o
daya pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi- dan :
keamanan pangan; :

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di hngkungan Dmas |
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi. bzrokram }f_

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAI{IP) dan pelayanan U

publik di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyeiienggaraan kegmtan"*.]_' - ;
di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan, distrﬂmm d;an cadaﬁgam.',”s S

pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubemur berkenaan dengan'-

perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan - sumber'dava pangan,-ﬁ-; | e
distribusi dan cadangan pangan, serta konsum51 dan keamanan-;?--ti_--

pangan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di b1dang k&tahananf:_-f"-_"'_'. ]
pangan yang diberikan oleh Guberhur sesuai ketentuan peraturan.,j_;‘._fﬁ-'

perundang-undangsi.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b d1p1mpnii.._;-'zf_- e 5
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung]awab kepada'_'_'{_'-_:_;f.

Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretanat mempunyal tugas meny}apkem bahan perumusan kebzgakan d1

evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian serta - bertanggung;awab
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan adm;.ms’cra& di""_

lingkungan Dinas.
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Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekreta; jat
mempunyai fungsi :

a.
b.

Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset seba'gaiiﬁana dimeikéﬁd 'daiéﬁ'z o - -
Pasal 11 ayat (1} huruf a, mempunyai tugas mengunipul dan mengolah bahan_-_:f SEE

penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang: rencana ker}a
keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur;
penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, keuangan
dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur di lingkungan
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, keuangan dan asei S
monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur;

pemberian dukungan pelayanan administrasi di bzdang rencana . 1&@!‘_]&
pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, Selta umum dan -
aparatur di lingkungan Dinas; '

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana: kerja dl Iingkungaﬁ 308 e

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Slstefri"Akunt.abﬂitas'

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di _li'ﬁgkﬂhgé;ﬁ o
Dinas; Co S :

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31 dz hngkungan e

sekretariat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaan-a;

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan: terhadap peiaksaﬁaan :_: o

tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang: d1serahkan oleh S
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan ' '

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawam
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan o
b.  Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masmg masmg dipmlpm a '.
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang ‘berada di- bawah dan_.i_f S

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan. -aset,

monitoring dan evaluasi, serta mengendalikan pelaksanaa,n keglatan sesua; S e

tugas dan fungsinya.
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Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi

a. penynusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Keria, Keuangan qu Aset:

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebi;akan di bldang
penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring dan
evaluasi di lingkungan Dinas;

¢. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan’
aset, serta monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di lingkungan Sekretariat;

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungSi .
di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta momtormg _
dan evaluasi;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan mgas pada Sub
Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Asel;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris 'berkéﬁaan dé’ﬁgan S
tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset,

serta monitoring dan evaluasi;

h. peleksanaan menitoring, evaluasi dan penyusunan iapm‘m‘* ter ada“'-',' :
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan - rencana kerja,
keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi; dan - - - '

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana ke:{ja, keuangan'_f .

dan aset, serta monitoring dan evaluasi yang dzserahkan oleh Sekretarls

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dal'a'm "Pasél 11 "ay.at B

(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebljakan di _
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksa:naaﬂ keglata,n Sesual g
dengan tugas dan fungsinya. ' '

Pasal 15

Untult melaksanakan tugas sebagaimana dimakeud dalam  Pasal’ ;14,-811"‘3"- -
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi : = T

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur; =

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebuakan d1 bldang.-__

umum dan aparatur di lingkungan dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas. "dan' fungsl
di lingkungan sekretariat; : S

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan' fungsrt d1 'bid&mg_ | R

umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesueu ketentuan e
peraturan perundang-undangan : -

FARO PLEANGHAT DATRAH
HURUM ?mz&m%{imam
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f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub -
Bagian Umum dan Aparatur;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur vang diserahkan
oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan

Pasal 16

Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan sebagaimana dim’éksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas menylapkan B
bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ketersedlaan dan-

kerawanan pangan, sumber daya pangan, serta bertanggunmjawab memzmpm o
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketersedzaan dan
sumber daya pangan. -

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 17, Bldang_
Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi : -

a. penyusunan program kerja Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya'_'-"-_
Pangan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersedlaan . i

dan kerawanan pangan, serta sumber daya pangan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang - ketersedlaan dan-

kerawanan pangan, serta sumber daya pangan sesuai ketentuan peraturan e
perundang-undangan;

d. pengkajian, penyusunan, pemantapan, pemantaua’n d'an ' evaluam E

infrastruktur pangan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan

e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan = pemerintah “daerah lf .
di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, serta sumber daya p:;mgan' SR

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 d@i bldaﬂg
ketersediaan dan kerawanan pangan, serta sumber daya pa:ngaﬂ

g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm'

di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, serta sumber daya pangan_ R

sesual ketentuan peraturan perund&nguuﬂdangaﬁ

RARD PERANGHAT DARRAR
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhada;j pélak'sahaan
tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, serta
sumber daya pangan,;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan,
serta sumber daya pangan; dan

J.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

ketersediaan dan sumber daya pangan sesuai ketentuan peraturan =
perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan sebagaimana dimalksad
dalam Pasal 16, membawahi :

a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
b. Seksi Sumber Daya Pangan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala©
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang -
Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan.

Pasal 20

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam L

Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengoiah bahan' 3

perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan RIS BSRENE

serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan- tugas dan
fungsinya. o '

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2() beks:t ]
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; -

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebuakan teknzs'. | -

di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketersediaan dan kerawanan', :
pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang: keteréédia'aﬁ- dan
kerawanan pangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz
di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang berkenaan '

dengan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

HARD PERANGHAT DAERAH
HY} zih}mi FEMRAKARSA
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan kerawanan
pangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Seksi Sumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang sumber daya pangan serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi
Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Sumber Daya Pangan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakan tekms o

di bidang sumber daya pangan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya pangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pemantapan infr astmktur !
pangan di bidang sumber daya pangan.

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sumber daya parngan;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang -
sumber daya pangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan -
dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya pangan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya pangar; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang sumber daya pangan yang dzserahkan--_' -
oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 24

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai .

S ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

KARD PERANGHAT DAREAH
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Pasal 25

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas. menvzapkan hahanx
dan merumuskan kebijakan teknis di bidang distribusi dan harga pangan,
cadangan pangan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh . kegiatan
pelayanan dan administrasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bzdang '
Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyal fungsi :

a.
b.

(1)

(2)

penyusunan program kerja Bidang Distribusi dan Cadaﬁgaﬁ Pangan; =~ -

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidan_g distribusi dan: o -

harga pangan, serta cadangan pangan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang dlstnbus1 dan haiga.
pangan, serta cadangan pangan sesuai ketentuan pera‘ﬁuran perundang—
undangan;

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemermtah daexah d1 :

bidang distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangam sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsn d1 bidang- "
distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 di L
bidang distribusi dan harga pangan, serta cadangan pangan sesuaz (DM

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhaciap pelaksanaaﬂ_."-:"_-'
tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga pangan Serta cadangan‘-f_' i

pangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada I{epala Dmas berkenaam - =
dengan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga pangan ser’ta e

cadangan pangan; dan : : _
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh: Kepa‘la Dmas éh bzda-ng"-f

distribusi dan cadangan pangan sesuai ketentuan’ peiatwan pemﬁdaﬁg- e

undangan.

Pasal 27

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dmaaksud daiam
Pasal 24, membawahi : '

a. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
b. Seksi Cadangan Pangan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepalai."::
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab’ kepada Kepaia Bzdang RS

Distribusi dan Cadangan Pangan.

: ABIBTEN I BERITA
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Pasal 28

Selsi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalarn Pas_éd 27
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan

teknis di bidang distribusi dan harga pangan serta mengendalikan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seks1' '
Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi dan Harga Pangan;

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebljakan i:ekmss' |
di bidang distribusi dan harga pangan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang distribusi dan harga pangan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan; o : '

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang d1str1bu51 dan harga o
pangan; '

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelal{sanaan tugas c’ian fungm
di bidang distribusi dan harga pangan; :

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada - kepala bldang berkenaan =
dengan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga pangan e

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan:. 1aporan terhadap_._‘._. e

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dzstnbusx dan hat ga pangan dan b

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang distribusi dan harga paﬂgaﬂ yang'- o

diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 30

Seksi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ey
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahaﬂ kebx;akan teknm L
di bidang cadangan pangan serta mengendalikan peiaksanaan keglatan sesum_: R

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuci dedam Pasal 30 Seksi

Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Cadangan Pangan,

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan’ perumusan keblgakan tekmsi'. e

di bidang cadangan pangan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di 'b1daﬂg cadangan pangan sesuaz

ketentuan peraturan perundang-undangan; -

d. pelaksanaan koordinasi dan faszhtasz di bidang cadangan pangan

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz S

di bidang cadangan pangan;

HARDG PERAHOKAT DAERAN
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f. pemberian saran dan pemmbangan kepada kepaia bldaﬁg belkenaanj“ g
dengan tugas dan fungsi di bidang cadangan pangan -‘ T o

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peuyusunan 1aporan terha.dap'_;-:flil f:

pelaksanaan tugas dan fung81 di bldang cadangarl pangan dan cn

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang cadangan pa:ngan yaﬁg dlserahkan eleh_-_f:_: S

Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh BRI
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan -

Pasal 32

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagazmana d1maksud dala}:n Pasal e
5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bldang yang berada d1 bawah-‘_{f” SR

dan bertanggungjawah kepada Kepala Dinas.

|  Pasal 33

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyaz tugas menympkan_{f_'_ L
bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksan&an kebljakan teknis S
di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan, serta .
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan' pelayanaﬁ dan adm1mstra51 dt’-":f

bidang konsumsi dan keamanan pangan

-'Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 33 Bldanff:{'ﬂ .

Konsumsi dan Keamanan Pangan- mempunyal fungsa

a. penyusunan program kerja Bldang Konsumsi dan Keamanan Pangan

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tekms di- bic{ang konsumsr-f._' G

dan penganekaragaman pangarn, serta keamanan pangan O TR Ry
c. penyelenggaraan urusan pememntahan di b1da3'ag konsumﬁ daﬂi_'}_'_

penganekaragaman pangan, serta’ keamanan pangan sesual ketentuan;:.._-'
peraturan perundangmundangan e S .

d. pemberian dukungan terhadap penyelengga;aan pemermt&h daerah....'{_z?i;__f:.- f

di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan
pangan sesuai ketentuan peraturan: perunc’iang undangan

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz d1 bzdang'_.“sf._":_. ; '.:'_-f' o
konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaaﬁ tugas dan’ fungs:’-.._.';.':'f'__
di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan Serta keamanan_i

pangan sesuai ketentuan peratul an perundang undanwan

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ierhadap pelaksanaaﬁ; : :'_:f._'
tugas dan fungsi di bidang kongumsi daﬁ }ﬁeﬁganekéaragaman pczngaﬂ e

serta keamanan pangan;
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h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ‘berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang konsumsi dan penganekaragaman
pangan, serta keamanan pangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bldang _
konsumsi dan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang- =
undangan.

Pasal 35

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 32, membawahi : :

a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
b. Seksi Keamanan Pangan. o
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dipimpin oleh seorang Kepaia[ '
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Konsumst dan Keamanan Pangan. S o

Pasal 36

Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebaga1mana dzmaksud '

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpui dan: mengclah' e _
bahan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan:
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ‘tugas __da_n-

fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasai 36 Se}{sx B

Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fung51

a. penyusunan rencana kerja Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman'--;_
Pangan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan . keblgakan tekms ch B

bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan; : R I
c. pelaksanaan urusan pemerintahan  di bidang -~ konsumsi ._-aaﬁ.' o

penganekaragaman pangan ‘sesuai ketentuan peraturan perundang— o

undangan,;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di -b’idang -3.-koﬁsiiifrisi:' da_n R

penganekaragaman pangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz d1
bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan; :

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang konsumsi dan’ penganekaaagaman’ s

pangan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan . laporan terhadap'
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang konsumsi dan penganekaracaman"_'_{ a

pangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang konsumsi dan penganekaragamaﬁ

pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Pasal 38

Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis
di bidang keamanan pangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi
Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

a.
b.

ga

penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan Pangan;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di-
bidang keamanan pangan;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keamanan pangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; '

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang keamanan paiigan' :

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di- bldang
keamanan pangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang belkenaan '
dengan tugas dan fungsi di bidang keamanan pangan; '

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1&}3‘61’3%1' férha&ap‘ SRR

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keamanan pangan dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang keamanan pangan yang. dlserahkan oleh - ': -

Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 40

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam: Pasai 5 ayat (1). i
huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tekms operaswnaf SRR

atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diplmpm oleh =

seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanbgung}awab kepada '.   : i

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 41

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kezj& Umt;

Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubemur sesuaf

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kesembilan N _
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan FungSiO'nal

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung '::
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan T1ngg1 Pratama, Pejabat: -

Administrator, atau Pejabat Pengawas yang mem111k1 keterkaltan dengan s

pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasaﬂ{aﬂ gen;angnya sesuax._'- S

ketentuan peraturan pemndang«undangan

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas membemkan pelayanaﬁf '_: -

fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampﬂ:—m sesuai ketentuan : SR

peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan F‘ungs;onal dltetapkan sesual ketentuan' SR R

peraturan peru11dang~undangan
' BABIV
KEPEGAWAIAN -

- Pasal 43

undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungszonal dlangkat darl Pegawa,t ASN'T -': :;:"_:.._-
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang— I

undangan.

Pengangkatan dalam jabatan d1 lmgkungan Dmas memperhatzkan Syarat;'
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangwundangan o ‘_:-:
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karzr masa Jabatan bagl_':___f:'
Pegawai ASN dalam suatu jabatan dasesua;kan dengan ketentuan:_'.:.' M

peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di Imgkungan Dmas disusun sesual lcetentuan-_-:ﬂ;""' i

peraturan perundanguundangan

Pasal 44

Pengangkatan melalui penﬁetaraan Jabatan ™ Admiﬂis'{téél ke dalam-_-':' =
Jabatan Fungsional di lingkungari Perangkat Daerah dllakukaﬁ Setelah'_:_-_- L
mendapat penetapan atau persetajuan darz kementeman terkazt sesual

ketentuan peraturan perundang- undangan

Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusanfi_':if_
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsmnal dapat dltetapkan_i £
Koordinator Kelompok Jabatan Fungswnal dengan Keputusan Kepa}a-_:f_“j;'_'f'-_.__:_:-"'--f

Perangkat Daerah sesuai ketentua:n peratuzan perundang—undangan

RARD PERANGHAT BARRAR
HE Th I g

sRrETEN I ] L SREDA

} Kepala Dinas diangkat dan dibéi‘hen‘tikan ‘oleh GuEerljur dam Pegaiﬁéi ASN : ' g
yang memenuhi persyaratan sesuai: ketemuan pelaturan perundangm'_:."__': S
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(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana =~
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- umdangan

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 45

(1} Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengaWéSi '
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kezja kepada-
bawahannya. S

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Admzmstrasrt dan’ P@_} abat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi. dan -
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antal Pémhgkat Daerah S
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. : S

{3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib meiaksanakan fungs1 pengawasan
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang. dzperlukaﬂ
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan pelaturan pemndang—"-
undangan. '

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 46

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan’ pelaksanaan tugasnya dan e
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalii Sekretans Daezah"-'_"- S
perihal kebijjakan yang ditetapkan. _ : ATy St

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan . Kmerja kepada Gubernurs_'_;* . '_ i
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu ya:ﬁg d1susun sesuai:‘.- P e
ketentuan peraturan perundang-undangan. B

(3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas Wa}ﬂ:) mematuhl kebtg}akan yang FE
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan - pelaksanaan tugas serta‘f SEur
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masmg— SR
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. = : e S

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 47

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentrahsaa;}. dlbebankan pada:__:'_}:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. = R e S

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan cian tugas lamnya' L
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara. 5

HARD
Hu

ARISTEN I “zi g ST S .




- BABVD
KET'E‘:NTUAN -LAiN-#LAfN i
~Pasal 48

(1} Uraian jabatan untuk setiap Jabatan di hngkungan Dmas d1tetapkan oleh'_:
Gubernur sesuai ketentuan peraturan pemndang~undangan '

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang beri:angguag}awab d1 'bldang SR
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap pr—mataan o
organisasi Dinas sesuai ketentuan per aturaa‘; per undang-undangan S

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam keg1a‘i:an S
pembinaan dan pengendalian organ1sas1 Dmas SESL‘tal ketentuan peraturani_ sl
perundang-undangan. . R : L e L -

(4) Dalam rangka pelaksanaaﬂ tugas dan fungsmya agaz selumh Pejabat_-'_f' Lo
Administrasi dan Pejabat F‘urjgsmnal be1pedoman pada keientuanjf':_ EEn
peraturan perundangmndmgan : e o

- BAB VIIL : S T

e iPasal'-é}'g' |

Pada saat Peraturan Gubernur ini mula; berlaku Pegawag ASN ;yang_l L
melaksanakan tugas pada Dmas Pangaﬂ Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit Pelaksana Teknis di lmgkungan Dmas Pangan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi - Kalzmantan Barat ie‘i:ap melaksanakan tugasnya._.
sepanjang belum ada penugasan yang baru dail : :
Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulal berlaku, Peraturan Guber:tlur Nomor
105 Tahun 2016 tentang Kedudukaﬂ, Susuna:n Orgamsa& Tugas dan Fu_ngsz
serta Tata Kerja Dmas Pangan Peternakan dan Keseha’tan Hewan _Promnsz

Nomor 105) sebagaimana telah dlubah demgan Peraturan Gubemur Ncimor”‘SS
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur ‘Nomor 105 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Sus’unan-Organisa'si',f-’l‘ugas:-'danjFu:ngSi;'"',éei‘ta’-fI‘-ata
Kerja Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Kahmantan
Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun 2019 Nomor 86) serta
segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bez‘tentangan denga
Peraturan Gubernur ini, dzcabut dan dmyatakau tldak berlaku R

KARD PERARG HAT DARRAT 3 -
HUKUN m??r*Axﬁ.s\% :
A .
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 Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai dzundangkan

Agar setiap orang menge‘tahumya memerintahkan pengundangan Peratm an’
Gubernur ini dengan penempatannya dalam - Berita Daerah Pz OVll’lSi

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pont:anak
oy ‘}(

pada tanggal i as At

J GUBERNUR KALIMANTAN BARAT % L

Diundangkan d1 Pontzanak
pada tanggal EW pary TeT

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, -

C g

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5 =
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